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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada para leluhur, yang 
telah menyatu bersama Ida Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan Yang 
Maha Esa. Atas rahmat-Nya, sehingga tulisan yang direncanakan 
ini mulai tanggal 17 Agustus 2010, selama lima tahun dapat 
diselesaikan tanggal 17 Agustus 2015, yang penulis beri judul 
”Filsafat Toleransi Beragama di Indonesia”, dapat diselesaikan 
bersamaan dengan Hari proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang 
ke 70. Buku ini merupakan kelanjutan dari buku yang berjudul 
”Dasar Filsafat Agama-Agama, Dalam Rangka Menciptakan 
Keindahan Multikulturalismei Indonesia”, yang terbit tahun 
2006. Diterbitkan oleh Paramita Surabaya. Penulis banyak 
berharap kepada Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden 
Joko Widodo, untuk menjaga pluralisme di Indonesia. Tidak saja 
berupa wacana, tetapi harus diwujudnyatakan seperti contoh yang 
telah berhasil dilakukan oleh masyarakat Bali melalui berdirinya 
Puja Mandala di Nusa Dua Bali, sebagai tempat beribadat 
lima agama, yang diakui Pemerintah. Mereka mampu hidup 
saling bertoleransi, secara nyata, sehingga mampu menciptakan 
keharmonisan intar dan antar agama. Hal ini sesui dengan cita-
cita Pejuang yang di perjuangan dengan tumpah darah, demi 
sebuah kemerdekaan. Dimasa perjuangan tersebut bangsa tidak 
pernah memikir Agama, Suku, Bahasa, kebudayaan. Tetapi hanya 
satu bagaimana mereka bisa merebut kemerdekaan dari tangan 
penjajah. Sejak Pemerintahan Presiden Abdulrahman Wahid, 
Pemerintah Indonesia sudah mengakui enam Agama, tentu tugas 
Pemerintah akan semakin berat dalam menjaga keharmonisan 
dalam berbangsa dan bernegara. Tugas berat ini dapat di atasi 
dengan, mencotohkan Membangun Rumah Ibadah Enam Agama 
di masing-masing Provinsi di Indonesia. Pada umumya Presiden 
yang baik akan selalu berusaha untuk menciptakan, kemyaman, 
keamanan dalam beribadah, kesejahteraan, dan kedamaian 
masyarakatnya.
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Setelah berhasil merebut kemerdekaan tahun 1945, maka 
segala sesuatunya Bangsa Indonesia mulai dipertahankan melalaui 
Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang mengharapkan agar 
tercipta ruang kehidupan  bertoleransi yang saling menghormati 
sesama umat beragama, dalam konteks  negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Pasal 29 ayat;  (1). menyebutkan Negara berdasarkan 
atas ke Tuhanan yang Maha Esa, (2). Negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 
masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. 
Berpijak dari ketentuan pasal tersebut dapat didiskripsikan  
bahwa ketentuan pasal 29 UUD 1945 memberikan ruang kepada 
umat beragama untuk mendalami dan melaksanakan kewajiban 
agamanya dalam beribadat menurut agama dan kepercayaannya. 
Persoalannya ketika toleransi berkembang, malah yang terjadi 
adalah sebaliknya, bukan toleransi tetapi intoleransi. Hal ini 
terbukti dengan terjadinya  pertikaian  antara galongan mayoritas 
dan minoritas yang hidup berdampingan didalam sebuah 
masyarakat, menyangkut tingkah laku, keyakinan serta praktek 
kelompok-kelompok minoritas yang di cap berbeda,  dipandang 
menebar suatu ancaman terhadap tatanan tradisional, akhirnya di 
Indonesia banyak terjadi konflik antar Agama. Tetapi ditengah-
konfil-konflik yang sedang bertebaran di Indonesia justru di Puja 
Mandala, terdapat kehidupan lima agama yang hidup rukun dan 
damai dan  tidak pernah menimbulkan konflik secara signifikan. 
Sehingga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, kenapa 
bisa demikian.

Kritik dan saran penulis sangat harapkan demi penyempurnaan, 
dalam penulisan berikutnya untuk memahami, menggali, dan 
menginterprestasikan filosofi kehidupan beragama di Indonesia.

Denpasar, 17 Agustus 2015

Penulis,

I Wayan Watra.
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1. PENDAHULUAN

Belakangan ini gejala disintergrasi semakin mengeras yang 
muncul kepermukaan. Kesatuan Indonesia terkoyak dan terancam 
keutuhannya untuk kemudian menjadi pragmen-fragmen kecil. 
Gejala ini seakan menunjukkan bahwa kita belum siap menjadi 
orang Indonesia di wilayah budaya Indonesia yang sedang 
berproses. (Watra, 2008:224). Kita harus mengacu kembali kepada 
landasan Agama-Agama di Indonesia bersumber pada Undang-
Undang Dasar tahun 1945, yang mengharapkan agar tercipta ruang 
kehidupan  bertoleransi yang saling menghormati sesama umat 
beragama, dalam konteks  negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pasal 29 ayat;  (1). menyebutkan Negara berdasarkan atas ke 
Tuhanan yang Maha Esa, (2). Negara menjamin kemerdekaan 
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing 
dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Berpijak dari 
ketentuan pasal tersebut dapat didiskripsikan  bahwa ketentuan 
pasal 29 UUD 1945 memberikan ruang kepada umat beragama 
untuk mendalami dan melaksanakan kewajiban agamanya dalam 
beribadat menurut agama dan kepercayaannya. 

Bangsa Indonesia bersifat pluralisme karena terdapat 
keanekaragaman etnis dalam satu komunitas, dengan indikatornya 
adalah; terjadinya interaksi, toleransi, integrasi dan harmonisasi. 
Dengan menyadari indaktor interaksi negatif, serta disintegrasi 
maka perlu adanya pemahaman interkasi positif, toleransi, 
integrasi menuju terciptanya keharmonisan, sesama umat 
beragama di Indonesia. Hal ini terkait dengan dimensi empiris 
agama yang dapat ”dialami” secara ilmiah, yaitu yang dapat 
diamati, diteliti, untuk mendapatkan keteranggan ilmiah. Secara 
umum dapat dipahami bahwa teridentifikasi, adanya pemeluk 
yang mayoritas dan minoritas. Seperti dikemukakan oleh 
Hendropuspito (1983:110) bahwa:
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”Negara Barat untuk agama Kristen; Negara-negara Asia 
untuk sebagian besar bagi agama Hindu dan Budha. Amerika 
Selatan untuk agama Kristen. Benua Afrika untuk agama Kristen 
dan Islam. Dengan catatan generalisasi yang besar itu harus 
diberi keterangan terperinci mengenai adanya bagian-bagian  
yang tidak mengikuti agama mayoritas. Contoh bangsa Indonesia 
beragama Islam; ungkapan tersebut harus diberi keterangan, 
bahwa disamping mayoritas penduduk yang memeluk agama 
Islam, masih terdapat pula sejumlah kelompok minoritas yang 
tidak beragma Islam, seperti umat Hindu dan Budha, umat 
Kristen Protestan dan Kristen Katolik, penganut kepercayaan dan 
penganut konfusianisme”

Tetapi kenyataannya pada Era Soeharto, agama resmi yang 
dikaui pemerintah adalah 5 agama yakni, Islam, Hindu, Budha, 
Kristen Protestan, Kristen Katolik, tidak termasuk konfusianisme 
(Konghucu). Sehingga di Puja Mandala, didirikan 5 tempat Ibadah.  
Sesungguhnya agama yang resmi harus mampu bertoleransi 
sebagai keniscayaan dalam ruang individu dan ruang publik 
karena salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai 
di antara pelbagai kelompok masyarakat dari pelbagai perbedaan 
latar belakang sejarah, kebudayaan, dan identitas. Toleransi, harus 
mampu membentuk kemungkinan-kemungkinan sikap, antara 
lain sikap untuk menerima perbedaan, mengubah penyeragaman 
menjadi keragaman, mengakui hak orang lain, menghargai 
eksistensi orang lain, dan mendukung secara antusias terhadap 
perbedaan budaya dan keragaman ciptaan Tuhan. Sehingga 
pada akhirnya agama yang resmi mampu memberi kontribusi 
kepada pemerintah untuk menjaga keutuhan dalam kehidupan 
beragama.

Pemerintah berusaha untuk merevisi UU, dalam menjaga 
kerukunan dapat dipandang positif bagi pemeluk agama 
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mayoritas, dan dapat dipakai sebagai  pedoman gubernur, bupati, 
camat, dan kepala desa dalam pemeliharaan kerukunan beragama 
dan pengaturan rumah ibadah. Optimisme juga muncul dari 
ungkapan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin.  Karena 
pada prakteknya syarat minimal 60 orang sangat sulit untuk 
dicapai, (bagi umat Kristen) untuk membangun rumah ibadah. 
Di jelaskan pula dengan syarat maksimal 90 orang lengkap 
dengan Kartu Penduduk (KTP) jika ingin membangun rumah 
ibadah tersebut.  Jumlah umat selain Islam memang sedikit, akan 
menjadi susah ketika membangun rumah Ibadah. Memang cukup 
logis setiap ada permasalahan aturan itu harus dinilai kembali, 
untuk menghindari adanya titik rawan konflik dalam. Sehingga 
akhirnya dapat memundurkan kerukunan umat beragama dan 
menciptakan intoleransi baru.

Jurnal Harmoni Multikultur dan Multireligius menulis, 
dengan judul, “Kerukunan Antaragama Perspektif Filsafat 
Perennial: Rekonstruksi Pemikiran Frithjof Schuon”, dalam 
kesimpulannya dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia, 
bahwa persoalan tidak pernah tuntas dalam hubungan antaragama 
di Indonesia terkait dengan toleransi, dan penghargaan terhadap 
realitas pluralisme agama. Tanpa adanya kesadaran semacam ini, 
persoalan hubungan antaragama akan selalu diwarnai ketegangan, 
gejolak, kecurigaan, dan ujung-ujungnya bermuara pada konflik. 
Realitas semacam ini membutuhkan pemikiran dan langkah yang 
serius untuk mengatasinya. Jika tidak ditangani dengan pemikiran 
yang serius dan langkah yang nyata, maka hubungan antarumat 
beragama akan selalu memunculkan persoalan klasik yang tidak 
pernah berubah. Berbagai pemikiran telah banyak dielaborasi. 
Berbagai usaha juga sudah banyak dilakukan. Walaupun persoalan 
hubungan antarumat beragama, telah banyak dilakukan penertiban 
sebatas pengamanan, tetapi tidak menyentuh ke akar rumput. 
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Sehinga permasalahan klasik tersebut tidak akan pernah tuntas.  
Mereka akan mecari ruang-ruang  yang belum diselesaikan.  
Dalam kerangka kehidupan semacam inilah, pemikiran Frithjof 
Schuon, menjadi penting sebagai bahan pertimbangan. Bahwa 
untuk menuntaskan persoalan klasik tersebut, perlu dilakukan 
rekonstruksi secara lebih serius dan pertimbangan secara 
mendalam agar pemikiran Schuon memberi kontribusi secara 
nyata dalam kehidupan antarumat beragama, di Indonesia. Untuk 
lebih jelasnya pernyatan tersebut, dapat diperhatikan di bawah 
ini.

“Persoalan yang sepertinya tidak pernah tuntas dalam 
hubungan antaragama di Indonesia adalah toleransi dan 
penghargaan terhadap realitas pluralisme agama. Padahal, 
tanpa kesadaran semacam ini, persoalan hubungan antaragama 
akan selalu diwarnai ketegangan, gejolak, kecurigaan, dan 
ujung-ujungnya bermuara pada konflik. Realitas semacam ini 
membutuhkan pemikiran dan langkah serius untuk mengatasinya. 
Sebab jika tidak, hubungan antarumat beragama akan selalu 
saja diwarnai oleh persoalan yang sesungguhnya bersifat klasik 
dan tidak pernah berubah. Berbagai pemikiran telah banyak 
dielaborasi. Berbagai usaha juga sudah banyak dilakukan. Namun 
demikian, persoalan hubungan antarumat beragama belum juga 
selesai dengan tuntas. Selalu saja ada ruang-ruang yang belum 
mampu diselesaikan, mengingat memang kompleksnya persoalan, 
(Ngainum, 2012:21). 

Dalam kerangka semacam inilah, pemikiran Frithjof 
Schuon menjadi penting sebagai bahan pertimbangan. Memang 
dibutuhkan rekonstruksi secara lebih serius dan pertimbangan 
secara mendalam agar pemikiran Schuon memberi kontribusi 
secara nyata dalam kehidupan antarumat beragama. Sejalan 
dengan pemikiran Frithjof Schuon, Nicola Colbran memberikan 
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peluang untuk mengatasi intoleransi. Untuk mengatasi intoleransi 
dengan membendung sebagian kebebasan, adapun sebagian 
kebesan yang bisa dibendung adalah kebebasan ekteren. Seperti 
dalam tulisannya Testriono (2013), yang berjudul;  “Menyegel 
Kebebasan Beragama”, menguraikan dengan mengutip 
pendapatnya Nicola Colbran bahwa dengan di batasinya kebebasan 
beragama, berarti hak kebebasan beragama terkandung dua 
kebebasan yaitu internal dan eksternal. Kebebasan internal yang 
dimaksud adalah menunjuk hak setiap orang untuk memeluk satu 
agama berdasarkan pilihannya sendiri. Hak  semacam inilah  yang 
berdasar kepada konstitusi yang tak bisa dikurangi dan dibatasi. 
Kemudian kebebasan eksternal, yakni kebebasan menjalankan 
ajaran agama, tunduk pada pembatasan. Berdasarkan Kovenan 
Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, kebebasan menjalankan 
ajaran agama hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan 
hukum untuk melindungi  seperti; (1) keamanan munculnya rasa 
aman, (2) dengan rasa aman akan dapat melahirkan ketertiban , 
(3) dari ketertiban akan tercipta kesahatan jasmani dan rohana 
yang disebut dengan kesehatan, (4) sehatnya jasmanai dan 
rohani dapat membina keharmonisan sebagai esensi  moral suatu 
masyarakat, dan (5) inilah upaya-upaya untuk menciptakan 
iklim toleran dengan menghargai hak-hak dasar individu bagi 
orang lain. Dengan demikian, dalih meresahkan warga tidak bisa 
dijadikan dasar untuk membatasi kebebasan menjalankan agama, 
karena yang dimaksud kovenan adalah keamanan dan ketertiban 
individu atau masyarakat. Jadi yang boleh dibatasi hanya sebatas 
yang bersifat ekternal, seperti kutipan dibawah ini. 

“Nicola Colbran (2010), dalam hak kebebasan beragama 
terkandung dua kebebasan: internal dan eksternal. Kebebasan 
internal menunjuk hak setiap orang untuk memeluk satu agama 
berdasarkan pilihannya sendiri. Hak inilah yang berdasar konstitusi 



6 FILSAFAT  TOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA

tak bisa dikurangi dan dibatasi. Sementara kebebasan eksternal, 
yakni kebebasan menjalankan ajaran agama, tunduk pada 
pembatasan. Berdasarkan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil 
dan Politik, kebebasan menjalankan ajaran agama hanya dapat 
dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum untuk melindungi (1) 
keamanan, (2) ketertiban, (3) kesehatan, (4) moral masyarakat, 
dan (5) hak-hak dasar orang lain. Dengan demikian, dalih 
meresahkan warga tidak bisa dijadikan dasar untuk membatasi 
kebebasan menjalankan agama, karena yang dimaksud Kovenan 
adalah keamanan dan ketertiban individu atau masyarakat”.  

Huston Husmith menyampaikan perbedaan antara hakekat 
dan perwujudan; eksoteris  lawan eksoteris. Esoteris (esoteric); 
hal-hal yang hanya boleh diketahui dan dilakukan beberapa orang 
saja dari suatu penganut paham tertentu. Seperti halnya dalam 
penganut agama Hindu, tidak boleh mengetahui atau memperlajari 
buku suci Lontar kedyatminan, sebelum mawinten. Sedangkan 
Eksoteris (exoteric) hal yang boleh diketahui oleh semua anggota 
kelompok suatu umat tertentu, sedangkan yang bersifat umum 
seperti buku Bhagawadgita, Saracamuscaya, Buku ajaran Agama 
yang lainnya yang bersifat umum termasuk agama lain, serta 
dapat dibaca tanpa harus melalui proses pawintanan. Perbedaan 
mendasar bukanlah agama yang satu dengan yang lain. Adanya 
garis pemisah itu bukannya membagi perwujudan historis yang 
bersar dari agama-agama vertical, yang dimaksud dengan agama 
vertical adalah; Hindu agama Buddha dari agama Kristen Agama 
Islam, dan seterusnya. Garis pemisah bersifat horisontal hanya 
ditarik dibagi menjadi dua yang ada pada sejarah kehidupan 
beragama. Pada bagian atas garis   terletak esoterisme, sedangkan 
di bagian bawahnya terletak paham eksoteris. Seperti kutipan 
(Buku pengantarnya Frithjof Schoun, yang berjudul “Mencari 
Titik Temu Agama Agama”, 2003:10), dibawah ini.
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“Versi Schoun mengenai perbedaan antara hakekat dan 
perwujudan; eksoteris dan lawan eksoteris. Esoteris (esoteric); 
hal-hal yang hanya boleh diketahui dan dilakukan beberapa orang 
saja dari suatu penganut paham tertentu. Eksoteris (exoteric) hal 
yang boleh diketahui oleh semua anggota kelompok suatu umat 
tertentu. Perbedaan mendasar bukanlah agama yang satu dengan 
yang lain. Dapat dikatakan ada garis pemisah itu bukannya 
membagi perwujudan historis yang besar dari agama-agama 
vertical; agama Hindu agama Buddha dari agama Kristen Agama 
Islam, dan seterusnya. Garis pemisah tadi bersifat horizontal 
dan hanya ditarik satu kali membelah beragama yang ditemui 
sepanjang sejarah. Di atas garis garis itu terletak esoterisme, 
sedangkan dibawahnya terletak paham eksoteris”.

Walaupun telah ada garis pemisah antara Esoteris dan 
eksoteris ternyata masih banyak menimbulkan persoalan-
persoalan menyangkut keberadaan toleransi, jika toleransi 
terus berkembang dalam hidup berdampingan di negara yang 
plural seperti Indonesia. Dapat dipastikan akan muncul   sebuah 
pertikaian  antara galongan mayoritas dan minoritas yang hidup 
berdampingan didalam sebuah masyarakat tertentu, dalam hal ini 
adalah bangsa Indonesia. Disamping itu pula akan muncul  ciri 
pembawaan tingkah laku, keyakinan serta praktik kelompok-
kelompok minoritas yang di cap berbeda dan tidak disukai oleh 
kalangan mayoritas. Kelompok minoritas akan selalu dianggap 
salah oleh kelompok mayoritas, seperti  di Indonesia. Kelompok 
minoritas di anggap menebar suatu ancaman terhadap tatanan 
tradisional dan kehidupan yang lazim berlaku selama ini didalam 
masyarakat. Sehingga akhirnya yan mayoritas, akan selalu 
berbuat sewenang-wenang tanpa memperhatikan kaedah hukum. 
Jika  kesabaran telah habis, maka  kelompok minoritas itu akan 
melawan, dan akhirnya di klaim tidak toleransi. Dalam hal ini 
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pemerintah tidak cukup menghukum secara phyisisk, etetapi 
sesungguhnya diperlukan pembenahan ke akar permasalahan, 
sejalan dengan pendapatnya Anna Elisabetta Galeoti (2012;366), 
seperti di bawah ini. 

”Persoalan menyangkut jika toleransi berkembang; a). 
Diseputar sebuah pertikaian  antara galongan mayoritas dan 
minoritas yang hidup berdampingan didalam sebuah masyarakat 
tertentu, b). Menyangkut ciri pembawaan tingkah laku, keyakinan 
serta praktik kelompok-kelompok minoritas yang di cap berbeda 
dan tidak disukai oleh kalangan mayoritas, c). Tatkala kelompok 
minoritas itu dipandang sedang menebar suatu ancaman 
terhadap tatanan tradisional dan kehidupan yang lazim berlaku 
selama ini didalam masyarakat bersangkutan, dan d). Tatkala 
kelompok minoritas itu bersedia melawan  sikap tidak toleran, 
dan melantangkan klaim-klaim toleransi publik menyangkut 
perbedaan-perbedaan yang dimiliki”.

Michael Walzer memandang toleransi sebagai keniscayaan 
dalam ruang individu dan ruang publik karena salah satu tujuan 
toleransi adalah membangun hidup damai (peaceful coexsistance) 
di antara pelbagai kelompok masyarakat dari pelbagai perbedaan 
latar belakang sejarah, kebudayaan, dan identitas. Toleransi, hal 
ini sejalan dengan pemikiran  Walzer yang mengatakan   bahwa.

”Toleransi harus mampu membentuk kemungkinan-
kemungkinan sikap, antara lain sikap untuk menerima perbedaan, 
mengubah penyeragaman menjadi keragaman, mengakui hak 
orang lain, menghargai eksistensi orang lain, dan mendukung 
secara antusias terhadap perbedaan budaya dan keragaman ciptaan 
Tuhan”. (1997:16),

Degradasi bangsa ini telah semakin mengeras pada era 
pemerintahan Presiden Soeharto. Upaya pembinnaan ini 



9FILSAFAT  TOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA

dilakukan dengan menyebar-luaskan nilai-nilai Pancasila melalui 
Penataran P-4 (Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila) 
bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk menyediakan bantuan 
tempat-tempat Ibadah bagi agama/aliran kepercayaan yang 
diakui oleh pemerintah, termasuk mendirikan Puja Mandala. 
Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi 
kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya 
dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam 
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. 

Diperkuat dengan Undang-Undang Dasar  1945 dengan Pasal 
29 dan segala ayatnya menghendaki bahwa; Negara  berdasar atas 
Ketuhanan Yang Maha Esa dan  menjamin kemerdekaan tiap-
tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan  
beribadat menurut kepercayaannya itu. Terkait dengan kekuasaan 
pemerintah terhadap kehidupan kebergamaan di Indonesia, 
maka realitasnya dapat dilihat di Puja Mandala, Nusa Dua 
Kabupaten Badung.  Tempat ini dibangun atas kerjasama antara 
Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Joop Ave dengan 
Menteri Agama Tarmizi Taher dan Gubernur Bali Ida Bagus Oka 
yang pelaksanaannya dipercayakan pada PT. Bali Tourism and  
Development Corporation (BTDC) yang telah diresmikan 24 
Juni 1992.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa toleransi berwawal 
intoleransi, sebelum abad ke 17 dan 18, di Eropa. Toleransi jerjadi 
karena Intoleransi mendapat dukungan dari Mayoritas Kristiani, 
sedangkan Islam selalu terpinggirkan karena Minoritas. Kemudian 
di Indonesia, pada Era Soeharto dengan perpanjangan tangannya 
melalui Menteri  Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Joop Ave 
dengan Menteri Agama Tarmizi Taher mendirikan Puja Mandala 
di Nusa Dua Bali tahun 1992, yang mendasarkan diri pada UUD 
1945, dalam kebebasan beragama dengan tujuan yang positif.
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Bangsa Indonesia dalam usaha untuk mencapai kebesan 
beragama, berdasarkan UUD 1945, dan pasal 29 ayat 1 dan 
2, yang mengacu pada Filosofi Toleransi Beragama, ternyata 
yang terjadi adalah sebaliknya yaitu Intoleransi. Tetapi pada 
Kenyataannya di Puja Mandala Nusa Dua Bali,  justru mampu 
menciptakan keharmonisan intar dan antar agama. Sehingga 
timbul pertanyaan, 1). Toleransi apakah yang dipergunakan, 
sehingga  Puja Mandala  Nusa Dua Bali dapat didirikan sebagai 
tempat peribadatan bersama lima agama? 2). Bagaimanakah 
Praktek Sosial Toleransi   dalam kehidupan beragama  di Puja 
Mandala  Nusa Dua Bali? Bagaimanakah  Implikasi Toleransi 
dalam kehidupan beragama di Puja Mandala Nusa Dua Bali 
terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitarnya?  Pertanyaan-
pertanyaan ini muncul, ingin memahami, mendalami, mencatat, 
dan penulis berharap agar tidak terjadi perang agama. Sebab di 
Indonesia, keberadaan agama menjadi pusat perhatian pemerintah, 
dalam rangka menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara.



219FILSAFAT  TOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA

7. PENUTUP

7.1 Simpulan

a). Puja Mandala Nusa Dua Bali didirikan sebagai tempat 
peribadatan bersama lima agama, untuk kepentingan 
umat yang mengingat di hotel kawasan Nusa Dua. Karena 
keberadaan pariwasata pada saat itu sedang dilakukan 
promosi secara besar-besaran untuk menarik kedatangan 
wisatawan lokal maupun asing maka, proses pembanguan 
maupun mengai proses perijinan yang ditetapkan oleh 
Undang-undang tidak mengalami hambatan. Untuk 
realisasinya diberikan kepada pihak BTDC, kemudian 
pihak BTDC mendekati pengurus masing-masing agama, 
untuk diajak bekerjasama dalam meralialisasikan perintah 
dari Menteri Agama dan Menteri Pariwisata. Pada awalnya 
keberadaan umat di masing-masing agama memang sedikit, 
bahkan umat Budha tidak ada sama sekali. Tetapi karena ini 
merupakan tugas negara, maka perlahan-lahan dari tidak 
setuju kemudian didiamkan. Sesuai dengan perjalanan 
waktu, diam dalam jangka waktu yang tidak tentu, akhirnya 
berubah menjadi setuju. Tetapi kemudian akhir-akhir ini 
(tahun 2013) Puja Mandala, memang dibutuhkan oleh 
pemerintah sebagai sarana pelayanan Spiritual  terhadap 
tamu dari semua agama yang menginap di Hotel Nusa, dan 
sekaligus untuk meningkatkan pendapatan Negara Republik 
Indonesia,  serta juga digunakan oleh umat Nasional dan 
Lokal, sebagai pendatang yang bekerja di sekitar Nusa Dua. 
Untuk melakukan Ibadah, karena berada disekitar tempat 
kerjanya.

b). Proses Toleransi dalam kehidupan beragama di Puja 
Mandala  Nusa Dua Bali, karena tersedianya fasilitas  yang 
disediakan oleh pemerintah, dan merupakan  perintah 
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langsung dari Presiden Republik Indonesia (Soeharto), 
dengan perpanjangan tangan Menteri Pariwisata, Post dan 
Telekomunikasi Joop Ave, Menteri Agama Tarmizi Taher, 
dan Gubernur Bali Ida Bagus Oka, serta Bupati Badung. 
didukung oleh umat Hindu yang ada di BTC, dan juga 
Bupati Badung. Dengan tujuan untuk memfasilitasi suguhan 
rohani bagi Touris yang menginap di hotel. Makna tambahan 
selain dari, pendiri dan tujuan didirkan Puja Mandala 
adalah; Akhirnya berfungsi untuk hidup berdampingan 
sesama agama di Indonesia khususnya di Bali  dalam satu 
keyakinan yang berbeda untuk mencapai kedamaian, dalam 
menjalankan kewjiban agamanya masing-masing. Khusunya 
kewajiban bagi umat Hindu di Puja Mandala, adalah 
menggunakan konsep Trimandala, yaitu: Utama Mandala, 
disebut  Jeroan dianggap tempat paling suci, sebagai Stana 
Tuhan yang Maha Esa, yang disimboliskan dengan Acintya, 
duduk di atas kursi. Sifat-sifat Tuhan, yang terdapat dalam 
Bhagawadgita seperti; tidak terpikirkan, tidak laki atau 
perempuan, tidak basah oleh air. Dengan sebutan inilah Tuhan 
disebut dengan berbagai nama seperti: Sanghyang Licin, 
Sanghang Widhi, Sanghyang Wenang Sanghyang Tunggal 
dan lain sebaginya. Berdasarkan keyakinan dari berbagai 
agama pada dasarnya mereka memiliki kepercayaan yang 
sama tetapi dalam penyebutannya yang berbeda-berda. Umat 
Hindu menyebutnya dengan Sanghyang Widhi, Umat Kristen 
Kotolik maupun Kristen Protestan menyebutnya Allah atau 
(terkadang Yusus adalah Tuhanku), tapi maksudnya adalah 
Tuhan itu sendiri. Demikian umat Islam dengan menyebutnya 
dengan Allah (terkadang juga Muhammad Tuhanku). 
Jadi nama Tuhan disebut dengan berbagai sebutan, tetapi 
maksudnya adalah sama. Yaitu satu atau Tunggal, sesuai 
simbolis dikaki burung Garuda sebagai lambang negara kita 
”Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manguruwa”
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c). Implikasi Toleransi dalam kehidupan beragama di Puja 
Mandala Nusa Dua Bali, terhadap kehidupan sosial 
masyarakat Implikasi Toleransi dalam kehidupan beragama 
di Puja Mandala Nusa Dua Bali. Terhadap kehidupan sosial 
masyarakat sekitarnya adalah dengan berbeda budaya itu saling 
berhubungan dengan penuh, dengan batas-batas ukuran untuk 
penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan, 
penyimpangan yang masih dapat diterima dalam ukuran kerja.   
Dengan berpijak pada teori multikultural yang dikemukakan 
oleh Sokrates dapat bahwa: 1).  Self-knowledge merupakan 
mahkota pendidikan dari tiap individu; 2). Self-knowledge 
tak dapat dicapai dengan sempurna ketika orang itu masih 
kecil, sehingga self-knowledge harus diterimakan pada 
seseorang ketika dia telah dewasa; 3).  Self-knowledge-nya 
dibentuk sebuah sistem pendidikan yang terstruktur, akan 
dapat memilih apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang 
boleh atau tidak boleh, apa yang bisa atau apa yang tidak 
bisa dilakukan; 4). Setiap manusia wajib mendengarkan apa 
yang dibisikan oleh kata hatinya (diamonion), setiap orang 
dapat diajarkan berbuat baik, dan segala kelakuan yang 
jahat semata-mata berdasarkan cara berpikir yang salah; 5). 
Syarat untuk hidup secara baik ialah kebijaksanaan. Dalam 
realitas bertoleransi di Puja Mandala, dapat dicontohkan 
Sultan Syarif Hidayatullah pada tahun 1652 abad ke 17 
dengan membangun Wihara Avalokitesvara yang tidak jauh 
dari Masjid Agung Banten di Desa Pamaciran, Kabupaten 
Serang. Sebagai penghormatan terhadap istrinya, Putri Ong 
Tin Nio, dari China. Hingga kinipun, tidak pernah terjadi 
keributan antaraumat. Tidak saja berupa meningkatkan 
kesucian batin dengan kebersihan lingkungan yang dilakukan 
dengan melakukan tindakan prepentif melaui belajar untuk 
menjaga kebersihan dan pengaturan parkir, yang dilakukan 
selama ini. Tetapi toleransi, lebih mengacu pada bangunan, 
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sudah dilakukan oleh Umat Hindu dengan Umat Katolik 
dengan mengadopsi, beberpa Candi bentar di bagian Barat 
Gereja Protestan. Dan juga musik-musik Bali berupa Gong, 
dan Gender pada saat Khotbah. Hal ini perlu dilajutkan oleh 
Agama-Agama yang lain seperti, Kristen Katolik, Buddha 
dan Islam. Dalam realisasi sosial antar warga yang berbeda 
keyakinan, seperti  Pondok Pesantren Walisanga.  Bentuk 
toleransi sejumlah orang-orang Suci; Hindu, Islam, Buddha, 
Kristen Katolik dan Kristen Protestan, melakukan rapat tetang 
materi agama secara universal pada masing-masing agama. 
Sehingga pada, mereka dapat mengajukan pengajaran silang 
antar agama di Puja Mandala. Seperti pengajaran Materi 
Pancasila,  dari Hindu, Islam, Buddha, Kristen Katolik dan 
Kristen Protestan. Demikian juga dibidang Teater pada 
masing-masing agama, Hindu, Islam, Buddha, Kristen 
Katolik dan Kristen Protestan. Dan juga  peningkatan dalam 
pemahaman dalam kedesiplinan bershalat, beribadah, dan 
sembahyang.  

7.2 Saran

a). Hidup berdampingan, yang telah berjalan di Puja Mandala  
dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh 
Pemerintahh dari Menteri Agama dan Menteri Pariwisata. 
Walaupun pada adalah untuk para tamu yang mengiunap 
di Hotel Nusa Dua, tetapi kemudian akhir-akhir ini (tahun 
2013) Puja Mandala, memang dibutuhkan oleh pemerintah 
sebagai sarana pelayanan Spiritual  terhadap tamu dari semua 
agama yang menginap di Hotel Nusa, dan sekaligus untuk 
meningkatkan pendapatan Negara Republik Indonesia,  
serta juga digunakan oleh umat Nasional dan Lokal, 
sebagai pendatang yang bekerja di sekitar Nusa Dua. Untuk 
melakukan Ibadah, karena berada disekitar tempat kerjanya. 
Hal ini perlu di jaga secara bersama bagi umat Hindu, Islam, 
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Buddha, Katolik, Protestan dan Kong Hu Chu, sebagai aset 
Negara, untuk meningkatkan peradaban ditingkat Nasional 
maupun Internasional.

b). Dalam proses bisa hidup berdampingan melalui fasilitas  
yang disediakan oleh pemerintah, karena perintah 
langsung dari Presiden Republik Indonesia (Soeharto), 
dengan perpanjangan tangan Menteri Pariwisata, Post dan 
Telekomunikasi Joop Ave, Menteri Agama Tarmizi Taher, 
dan Gubernur Bali Ida Bagus Oka,  serta Bupati Badung, 
didukung oleh umat Hindu yang ada di BTC, dan juga Bupati 
Badung. Perlu dikembangkan kembali agar disediakan 
tambahan tempat Ibadadah bagi Agama Khong Hu Chu, 
legkap dengan tempat arkirnya. Dan menyediakan tempat 
penginapan bagi Pendeta/Pemangku/Pimpinan bagi agama 
Hindu serta Administrasi di Puja Mandala, untuk mencatat 
bagi para pengunjung yang datang. Perlu ditingkatkan 
pembelajaran Agama secara universal pada sekolah Minggu 
(di luar sekolah formal), yang disepakati oleh semua agama 
yang sah diakui oleh pemerintah. Sehingga sebutan Tuhan 
itu walaupun berbeda tetapi sesungguhnya adalah Satu. 
Seperti; Umat Hindu menyebutnya dengan Sanghyang 
Widhi, Umat Kristen Kotolik maupun Kristen Protestan 
menyebutnya Allah atau (terkadang Yusus adalah Tuhanku), 
tapi maksudnya adalah Tuhan itu sendiri. Demikian umat 
Islam dengan menyebutnya dengan Allah (terkadang juga 
Muhammad Tuhanku). Jadi nama Tuhan disebut dengan 
berbagai sebutan, tetapi maksudnya adalah sama. 

c). Dalam Implikasi umat Beragama bisa hidup berdampingan 
dalam bertoleransi  di   Puja Mandala adalah  dengan berbeda 
budaya itu saling berhubungan dengan penuh, dengan batas-
batas ukuran untuk penambahan atau pengurangan yang 
masih diperbolehkan, penyimpangan yang masih dapat 
diterima dalam ukuran kerja. Dengan berpijak pada teori 
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multikultural yang dikemukakan oleh Sokrates dapat bahwa. 
Self-knowledge merupakan mahkota pendidikan dari tiap 
individu. Self-knowledge tak dapat dicapai dengan sempurna 
ketika orang itu masih kecil, sehingga self-knowledge harus 
diterimakan pada seseorang ketika dia telah dewasa.  Self-
knowledge-nya dibentuk sebuah sistem pendidikan yang 
terstruktur, akan dapat memilih apa yang baik dan apa 
yang buruk, apa yang boleh atau tidak boleh, apa yang 
bisa atau apa yang tidak bisa dilakukan. Setiap manusia 
wajib mendengarkan apa yang dibisikan oleh kata hatinya 
(diamonion), setiap orang dapat diajarkan berbuat baik, 
dan segala kelakuan yang jahat semata-mata berdasarkan 
cara berpikir yang salah. Syarat untuk hidup secara baik 
ialah kebijaksanaan. Ini perlu dipertahankan, terhadap umat 
Hindu, Islam, Buddha, Katolik, Protestan dan Kong Hu Chu, 
dan juga oleh Gubernur Bali, Bupoati Badung, Lurah Benoa, 
BTDC dan kepala-kepala Lingkungan kelurahan di Nusa 
Dua. 
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